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KABUPATEN MAJALENGKA

bahwa dalam rangka mensukseskan program Wajib Delajar 9 Tahun
Kabupaten Majalengka diperlukan adanya daya dukung, daya tampung
dan sarana prasarana pendidikan yang memadai:

bahwa berdasarkan Surat Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Majalengka
Nomor 073/3561-Disdik Tanggal 28 Oktober 2021 Perihal Kajian Teknis
SDIT MUTIARA HATI JI. Rava Cikijing-Talaga Dlok Cikalong RT 001 RW 003
Desa Jatipamor Kecamatan Talaga Kabupaten Majalengka. dinyatakan
layak diberikan izin operasional sebagai satuan pendidikan Sekolah Dasar;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf
g, b dan sebagai pelaksanaan Pasal 26 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, perlu diterbitkan
Penetapan Pemberian lzin Operasional SDIT MUTIARA HATI Jl. Raya
Cikijing-Talaga Blok Cikalong RT 001 RW 003 Desa Jatipamor Kecamatan
Talaga Kabupaten Majalengka, yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala
Dinas Pendidikan.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Dacrah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa
Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950), sehagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang
pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan
mengubah Undang-lIndang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan
Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Harat
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 285 1);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Kevangan Neagara
(Lembaran Negara Republik Indenesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambalan
Lembaran Negara Republik [ndonesia Nomor 4286);

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem
Perdidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun
2005 tentang  Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Atas Perubahan Atas Undang-
Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi
Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 108 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomar
4493);
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Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan
Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintak Daerah {(Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4438);

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 97 Tahun 2014 Tentang
Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Feraturan
Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lemabaran Negara Republik indonesia Nomor 5234)
Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional
Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41,
tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496)
sebagaimana telah diubah dengan peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun
2013 tentang Perubahan atas Peratuan Pemerintah Nemor 19 tahun 2009
tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2013 Nomor 71 Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2013 Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5410);

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang  Pedoman
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesla Nomaor 4593)

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah
Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara
Republik Indenesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Kepublik Indonesia Nomor 4737);

Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi
Perangkat Daerah (Lembaran Megara Republik Indonesia Tahun 2007
Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4750);
Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan
Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4864)

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang
Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik
Indenesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintih Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan
Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang pengelolaan dan
penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2013 Nomor 5157);

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor
21 Tahun 2016 Tentang Standar |si Satuan Pendidikan Dasar dan
Menengah

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor
23 Tahun 2016 Tentanyg Standar Penilaian Pendidikan

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomaor
3 Tahun 2017 Tentang Penilaian lasil Belajar oleh Pemerintah dan
Penilaian Hasil Belajar oleh Satuan Pendidikan

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 69 Tahun 2009 tentang
Standar Biaya Operasi Nonpersonalia Tahun 2009 untuk Sekolah
Dasar/Madrasah Ibtidaiyah (SD/MI), Sekolah Menegah Pertama
/Madrasah Tsanawiyah (SMP/MTs), Sekolah Menengah Atas/Madrasah
Aliyah (SMA/MA) Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), Sekolah Dasar Luar
Biasa (SDLB), Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa (SMPLB) dan Sekolah
Menengah Atas Luar Biasa (SMALRB);

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 A Tahun 2013
Tentang Implementasi Kurikulum;
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Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 38 Tahun 2014
Tentang Buku Teks Pelajaran dan Buku Panduan Guru Sekolah Dasar:
Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 2 Tahun 2008 tentang
Urusan Femerintahan Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah
Kabupaten Majalengka Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Dacrah
Kabupaten Majalengka Nomor 1);

Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomaor 12 Tahun 2016 tentang
Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka;
Peraturan Bupati Majalengka Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Pelimpahan
Kewenangan Perizinan dan Nonperizinan Pada Dinas Penanaman Modal
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Majalengka.

MEMUTUSKAN

Memberikan [zin Operasional ke Satuan Pendidikan SDIT MUTIARA HAT!
Jl. Raya Cikijing-Talaga Blok Cikaleng RT 001 RW 003 Desa Jatipamor
Kecamatan Talaga Kabupaten Majalengka, dengan identitas sebagai Berikut

Nama Sekolah : SDIT MUTIARA HATI

Alamat Sekalah : ] Raya Cikijing-Talaga Blok Cikalong RT 001 RW
003 Desa Jatipamor Kecamatan Talaga Kabupaten
Majalengka

Izin Operasional Sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU berlaku
selama 2 (dua) tahun sejak ditetapkan keputusan ini.

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan
apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan didalamnya, akan
diadakan perubahan sebagalmana mestinya.

Ditetapkan di : MAJALENGKA
Pada tanggal : a0 November 2021
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